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ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mampu menjaga kedaulatan negara dan
tidak memandang kuasa atau harta dalam menegakkan keadilan. Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah pemberian dana bantuan sosial yang tidak
memenuhi ketentuan pencairan dana dan jumlah yang diterima masyarakat. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas vonis hukuman
mati terhadap para koruptor dan bagaimana perspektif HAM terhadap vonis hukuman
mati terhadap pelaku korupsi anggaran bansos. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data data berupa
undang undang dan menggunakan 2 pendekatan yaitu statute aproach dan library
research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pidana mati menurut
undang-undang merupakan salah satu tujuan hukum pidana yang ditetapkan pertama
kali: keamanan, keadilan antara orang dan kepentingan, yang saat ini sedang
dibicarakan dengan rekan-rekan di bidang hukum pidana. Pancasila berpendapat
bahwa ada beberapa alasan signifikan bagi mereka yang setuju untuk menggunakan
hukuman mati. Salah satunya, mempertahankan hukuman mati di Indonesia sangat
penting. Hukuman mati membantu melindungi kesejahteraan dan keamanan
masyarakat dengan mengurangi apa yang diklasifikasikan sebagai kejahatan serius
dan menerapkan prinsip ketiga dan kelima. Artinya, persatuan Indonesia dan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setiap pribadi ditempatkan pada
martabat umum dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai
dengan kesadarannya. Perkembangan kemanusiaan sebagai makhluk pribadi dan
sebagai makhluk sosial lahir. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk melindungi
diri atau melindungi dirinya sendiri apabila menemukan suatu ancaman atau serangan
yang ditujukan kepada dirinya, yang dapat mengakibatkan keselamatan jiwanya.

Kata Kunci : Pidana, Korupsi, Bantuan Sosial
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ABSTRACT

Indonesia as a law country should be able to preserve country sovereignty and not be
tempted by power or wealth in upholding justice. The research probles was the social
assistance funds provision that did not meet the requirements for the funds allocation
and the amount received by the society. The research purpose was to discover how
effective the death penalty is and the human rights perspective on the death penalty
sentence against coruuption perpetrators in the social assitance funding. This
research utilized a descriptive qualitative method using data from laws and two
approaches, the statue approach, and library research. The research results indicated
that the death penalty, according to the law, was one of the criminal law goals that
was first established: safety, justice between people and interests, which are presently
being discussed with associates in the criminal law field. Pancasila argues that there
are siginificant reasons for those who agree to use the death penalty. One of them,
maintaining the death penalty in Indonesia is very important. The death penalty helps
protect the welfare and safety of society by reducing what is classified as a severe
crime and applying the third and fifth principles. It means Indonesian unity and social
justice for all Indonesian people. Then each person is inducted on the common dignity
and values that belong to God Almighty according to consciousness. The development
of humanity as a personal and social being is born. Therefore, every person has the
right to protect themselves if they find a threat or attack directed at them for their life
safety.

Keywords : Criminal Law, Corruption, Social Assistance Fund
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